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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Foto di Kawasan Makam Gus Dur Tebuireng Jombang”’, merupakan penelitian
lapangan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: Bagaimana praktik
jual beli foto di kawasan makam Gus Dur Tebuireng Jombang? Bagaimana
tinjauan hukum islam terhadap jual beli foto di kawasan makam Gus Dur
Tebuireng Jombang?

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik observasi, wawancara dan Dokumentasi. Selanjutnya data disusun dan di
analisis dengan menggunakan metode deskritf analitis yaitu menguraikan atau
menganalisis data yang telah di dapatkan di lapangan terkait praktik jual beli di
kawasan makam Gus Dur Tebuireng Jombang. Kemudian data tersebut di
analisis menggunakan teori-teori hukum Islam.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli foto di
kawasan makam Gus Dur Tebuireng Jombang ini dilakukan para fotografer untuk
mengabadikan peristiwa-peristiwa pada saat para peziarah berada di makam Gus
Dur. Akan tetapi para fotografer melakukannya tanpa sepengetahuan peziarah,
setelah itu foto tersebut di perjualbelikan dengan cara meminta peziarah untuk
membelinya. Apabila dilihat menurut hukum islam dari rukun dan syarat jual beli
hal yang dilakukan para fotografer termasuk dalam jual beli yang tidak sah
karena syarat sahnya jual beli tidak terpenuhi yaitu adanya unsur paksaan, maka
hal itu dapat mempengaruhi kerelaan pihak pembeli. Sehingga hak khiyamya
menjadi hilang.

Pada akhir penulisan skripsi ini penulis menyarankan agar para fotografer
dalam melakukan pekerjaannya lebih baik mengedepankan etika serta sopan
santun ketika memotret seseorang, meminta izin terlebih dahulsu agar sama-
sama ridha antar kedua belah pihak.

Vi
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BAB1

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI FOTOGRAFER

JALANAN DI MAKAM GUS DUR TEBUIRENG JOMBANG

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa
memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia
lain. Maka dalam berinteraksi manusia memerlukan perjanjian atau ikatan.
Secara etimologis perjanjian atau kontrak dapat diartikan sebagai “perjanjian
atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih™.! Sedangkan dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian perjanjian adalah persetujuan
(tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-
masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”

Hukum perikatan islam adalah bagian dari hukum islam bidang
muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan
ekonominya.” Dalam suatu ikatan antara dua pihak saling berjanji untuk
melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak
itu mengikatkan diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan

sesuatu yang mereka perjanjian. Dengan kata lian, ikatan yang timbul dari

! Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), 1

? Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 458

* Gemala Dewi dan Widyaningsih, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006),
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tindakan mereka membuat janji berwujud adanya hak dan kewajiban yang
harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.* Tatanan hukum yang mengatur
hak dan kewajiban manusia untuk bermasyarakat disebut mu’amalah.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, disadari atau tidak untuk mencukupi
kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain.
Menurutnya hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam islam
disebut muamalah.’ Kata muamalat berasal dari kata ‘amala secara arti kata
mengandung arti “saling berbuat” atau secara timbal balik dan lebih
sederhana lagi adalah hubungan orang dengan orang.’ Dalam bermuamalah
hukum islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari
karunia Allah dengan cara yang baik, jujur dihalalkan dan bermanfaat bagi
kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar muamalah tersebut berjalan dengan
baik atau sah dan segala tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak
dibenarkan.’

Di dalam ajaran islam sesama mansia dianjurkan agar saling tolong
menolong dalam hal kebaikan, seperti dalam firman Allah SWT pada surat al

Maidah (5): 2
) G 185 ol sy Y1 e )il Yy sl ol e ) sl

(Y) adl M

¢ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 43
> Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Muamalat, (Yogyakarta: Ull Press, 2011), 11.

® Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figih (Bogor: Kencana, 2003), 175.
7 As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, jilid V, cet ke-1 (Jakarta: Darul Fath, 2004), 12



Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat
berat siksa-Nya”.® (Q.S Al-Maidah: 2)

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT menyuruh umat
manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan,
sebaliknya Allah SWT juga melarang umat manusia untuk saling tolong-
menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Salah satu
yang termasuk golongan tolong—menolong dalah bermuamalah adalah a/-
jjarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajr yang berarti al-iwad (ganti). Dari
sebab itu al-thawab (pahala) dinamai ajr (upah).

Iljarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa
dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil
manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Menurut
pengertian syara’, al-jjarah ialah: urusan sewa menyewa yang jelas manfaat
dan tujuannya, dapat diserah terimakan, boleh dengan ganti (upah) yang
telah diketahui (gajian tertentu). Seperti halnya barang itu harus bermanfaat,
misalkan: rumah untuk ditempati, mobil untuk dimiliki.” Selain itu ada juga
yang berbentuk karya, seperti karya seorang arsitek, pekerja bangunan,
penjahit dan sebagainya.

Al-ijarah merupakan muamalah yang disyariatkan dalam islam.
Hukum asalnya menurut jumhur ‘ulama adalah mubah atau boleh bila

dilaksanakan seusai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat

® Departemen Agama R.1., A/-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Sygma Publishing, 2011),

48

? Saiful Jazil, Figih Mu’amalah (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 127



berdasarkan ayat Al-Qur’an, Hadis-hadis Nabi, dan ketetapan [jma’ Ulama."
Menurut Zainudin Ali menjelaskan ijarah adalah suatu transakis sewa-
menyewa antara pihak penyewa dangan yang mempersewakan sesuatu harta
atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan waktu
tertentu.''Selain itu menurut fatwa DSN-MUI jjarah yaitu akad pemindahan
hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan
pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
barang itu sendiri.

Ujrah adalah upah atau ganti atas pengambilan manfaat barang atau
tenaga orang lain. Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah
pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Serta
dengan ketentuan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai
ekonomi. Adapun dasar hukum tentang kebolehan jarah adalah surat al-

Talag (65) ayat 6 yang berbunyi;
(%) &b 5540 5 48 40 e 4

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu
untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Q.S Al-Talaq: 6)

Agar al-ijarah tersebut sah dalam sebuah transaksi, maka perlu
diperhatikan syarat sah 7jarah, salah satunya adalah: adanya ukuran suka rela

dari para pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak.

' Wahbah al-Zuhaili, A/-Figih al-Islami wa Adillatuhu, jilid V, cet. Ke-8 (Damaskus: Dar Al-Figr
Al-Mua’ssim, 2005), 3801.
" Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 150.



Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak. Hal ini

berdasarkan firman Allah:

358 o

G 53 658 41 Y Jlaldly 16 &0 5al 1 3KEY 1 5 Gall @i
(Y9) Lan ) 88 (& 2 &) a0l 1Y 5 a&is () 53

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan
harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali ada transaksi suka
sama suka di antara kalian.janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya
Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’: 29)'*

Kenyataannya perkembangan praktik sewa-menyewa di dalam
kebutuhan masyarakat tumbuh sangat pesat baik di pedesaan maupun di
perkotaan, salah satu bentuk sewa-menyewa yang sangat menarik di bahas

adalah jasa fotografer jalanan di makam gus dur tebiureng jombang.

Jombang sering dikenal sebagai “kota santri” karena memiliki
jumlah pondok pesantren yang cukup banyak, salah satunya Tebuireng. Di
dalam Pondok Pesantren Tebuireng terdapat makam mantan presiden ke 4
Republik Indonesia yaitu KH.Abdurrahman Wahid yang sering di panggil
Gus Dur. Makamnya tidak pernah sepi peziarah, jumlah kunjungannya dari
tahun ke tahun semakin meningkat. Saat ini, setiap hari sudah di atas 3000
peziarah yang datang bahkan meningkat tiga kali lipat saat akhir pekan dan
liburan sekolah. Peziarah yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, ada
yang datang dengan rombongan bus atau mobil. Kini, lokasi parkir pun
sudah di buatkan tempat khusus berada di bagian barat pondok. Mereka bisa

berjalan kaki menuju lokasi makam yang tidak terlalu jauh. Dengan

2 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal 109



banyaknya peziarah, maka hal ini mengakibatkan warga sekitar makam
yang memiliki keahlian fotografer dan memiliki kamera memanfaatkan
peristiwa-peristiwa seperti ini dengan memotret peziarah yang datang. Jasa
fotografer tersebut memiliki dua tarif cetakan foto, jika foto yang berukuran
5R seharga Rp 5.000,00, dan yang berukuran 10R seharga Rp 20.000,00
akan tetapi hal itu tanpa permintaan si peziarah karena pada saat peziarah
berjalanan kaki, tukang foto sudah siap-siap di depan untuk memotret si
peziarah tersebut. Hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya
perjanjian untuk mengambil foto para peziarah, foto di ambil secara diam-

diam.

Jasa fotografer tersebut banyak menimbulkan pertanyaan, misalnya
bagaimana pandangan hukum islam tentang jasa fotografer jalanan tanpa
persetujuan orang yang di foto. Karena dalam syarat ujrah kedua belah
pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad zjarah.

Dari pemaparan di atas mengenai sistem pengupahan jasa fotografer
jalanan tanpa sepengetahuan orang yang di foto di makam Gus Dur
Tebuireng Jombang. Hal ini penulis mendiskripsikan masalah tentang
pengupahan terhadap jasa fotografer jalanan tanpa persetujuan orang yang
di foto dan menurut penulis setelah diamati dalam praktik lapangan terdapat
perbedaan dengan konsep yang ada dalam hukum-hukum islam. Persoalan
yang menarik untuk di kaji dan di amati adalah semua peziarah difoto tanpa

adanya perjanjian (akad) dan sepengetahuannya, foto diambil secara diam-



diam. Untuk itu penulis ingin meneliti lebih jauh lagi apakah penetapan

ujrah di atas sudah sesuai dengan hukum islam.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan beberapa

pokok masalah yang ingin dikaji sebagai berikut:

1.

2.

Praktik sewa jasa fotografer jalanan

Ketentuan syarat ujrah

Tinjauan hukum islam terhadap jasa fotografer jalanan di makam Gus Dur
tebuireng jombang

Agar pokok permasalahan lebih terfokus, maka peneliti membatasi

pokok-pokok penelitian sebagai berikut:

1.

Praktik pelaksanaan jasa fotografer jalanan tanpa izin di makam gus dur
tebuireng jombang
Tinjauan hukum islam terhadap jasa fotografer jalanan tanpa izin di

makam gus dur tebuireng Jombang

C. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana praktik profesi fotografer jalanan tanpa izin di makam Gus
Dur Tebuireng Jombang?
Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik fotografer jalanan

tanpa izin di makam Gus Dur Tebuireng Jombang?

D. Tujuan Penelitiaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas. Tujuan yang hendak dicapai

dari penelitian ini adalah:



. Menjelaskan praktik profesi fotografer jalanan tanpa izin di makam Gus

Dur Tebuireng Jombang
Menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap praktik fotografer jalanan

tanpa izin di makam Gus Dur Tebuireng Jombang

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1.

Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk
menambah wawasan pengetahuan dan memperluas pemahaman dalam
melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi sesuai syariat islam serta
dapat memperkaya referensi tentang mekanisme penyewaan jasa
fotografer jalanan di makam Gus Dur Tebuireng Jombang, sehingga dapat
dijadikan informasi bagi pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai
bahan penelitian lebih lanjut.

Kegunaan secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai pertimbangan konsumen dalam menyikapi persewaan jasa
fotografer jalanan dan sebagai landasan kepada para pemikir hukum islam
untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad dalam pemberian ujrah

fotografer jalanan.

F. Definisi Operasional

Untuk mengetahui gambaran-gambaran mengenai judul dalam

penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini

diantaranya adalah:

1.

Hukum Islam



Adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT, dan sunnah
Rasul SAW tentang tingkah laku seorang mukallaf dalam melakukan
akad jjarah yang diakui dan diyakini masih berlaku serta mengikat bagi
semua umat, terutama umat yang beragama islam.
2. Profesi Fotografer Jalanan
Adalah pekerjaan yang harus dikerjakan dengan bermodal keahlian,
ketrampilan, dan spesialisasi tertentu. Pada dasarnya kegiatan tersebut
menghasilkan produk jasa yang dilakukan tanpa adanya perjanjian (akad)
dan sepengetahuan peziarah, dikarenakan peziarah tidak menginginkan
jasa tersebut, sebab sering merugikan para peziarah.
G. Kajian Pustaka

Pada dasarnya menjelaskan secara singkat tentang penelitian yang
sudah pernah dilakukan, sehingga penelitian yang akan dilakukan ini tidak
merupakan duplikasi penelitian atau plagiasi karya. Adapun penelitian yang
pernah dilakukan sebagai berikut:

Skripsi dari Vicky Kusniawan (210213189), Fakultas / Jurusan :
Syariah/ Muamalah, Univ : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jenis /
Tahun : Skripsi / 2017, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa
Lap Mobil di Lampu Merah Kota Nganjuk”. Skripsi ini membahas tentang
praktik jasa dengan cara mengelap mobil secara langsung membuat
pengendara mobil tidak mengerti maksud dan tujuannya, banyak pelaku
jasanya masih di bawah umur yang semestinya tidak bekerja sebagai pelaku

jas lap mobil. Kondisi seperti itu bersimpangan dengan Peraturan Daerah
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Nganjuk Nomer 08 Tahun 2013 yang di dalamnya berisi tentang larangan
menjadi pelaku jas lap mobil dan jika melanggar akan dikenakan denda atau
kurungan. Penulis menyimpulkan bahwa yang sesuai dengan pelaku jasa lap
mobil di Nganjuk akad ta’awun yaitu adanya sikap tolong menolong yang
diterapkan dalam membantu membersihkan kaca mobil dari pengendara
mobil. Faktor yang melatarbelakangi pelaku jasa lap mobil melakukan hal
tersebut adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan
faktor keterpaksaan.'®

Skripsi dari Hamdi (01380793), Fakultas / Jurusan: Syariah /
Muamalat, Univ: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jenis
/ Tahun: Skripsi / 2007, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pengambilan Keuntungan dalam Bisnis Fotografi Musiman (Studi Kasus
pada “Devilla Foto” Yogyakarta”. Skripsi ini membahas tentang kebolehan
untuk mengambil keuntungan dari bisnis fotografi musiman seperti pada
moment wisuda atau perpisahan kelas. Penelitian ini menggunakan
pendekatan normative-sosiologis yang mana persoalannya baik atau buruk
menurut agama. Pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh Devilla Foto
menurut kaca mata hukum islam dipandang sah karena ada ketentuan-

ketentuan yang sesuai dalam konsep jual beli."

B Vicky Kusniawan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota
Nganjuk” (Skripsi- IAIN Ponorogo, 2017)

" Hamdi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan dalam Bisnis Fotogrfai
Musiman (Studi Kasus pada “Devilla Foto” Yogyakarta” (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,
2007)
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Skripsi dari Adiana Rakhmi (C02207072), Fakultas / Jurusan: Syariah
/ Muamalah, Univ: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Jenis /
Tahun: Skripsi / 2013 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Upah
Fotografer Pre Wedding: Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ke XII Forum
Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se Jawa Timur”. Skripsi ini
membahas tentang hukum foto pre wedding dan pemberian upah terhadap
fotografer pre wedding. Penelitian ini dihimpun dari documenter atas bahan-
bahan bacaan dari hasil batsul masail FMP3. Hasil penelitian menyimpulkan
bahwa foto pre wedding diharamkan jika terdapat ikhAtilat (pencampuran
laki-laki dan perempuan), kholwat dan kasyful aurat. Sedangkan upah yang
diterima fotografer hukumnya sywubhat karena kerelaannya untuk membantu
kemaksiatan."’

Penelitian yang dilakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan.
Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan akad jjarah (sewa-menyewa),
sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian yaitu menggunakan
jasa fotografer jalanan di makam Gus Dur Tebuireng Jombang.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Oleh karena
itu, data yang dikumpulkan berupa data yang diperoleh dari lapangan sebagai
obyek penelitian kualitatif, maka penulis menggunakan metode sebagai

berikut:

> Adiana Rakhmi “Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre Wedding: Hasil Keputusan
Bahtsul Masail ke XIl Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se Jawa Timur” (Skripsi-
IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2013)
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1. Data yang dikumpulkan
Berdasarkan permasalaha di atas, maka data yang akan
dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:
a. Data yang berkaitan dengan proses sewa jasa fotografer jalanan di
makam Gus Dur Tebuireng Jombang
b. Data yang bersumber dari hukum Islam yang berkaitan dengan sewa-
menyewa atau Jjarah
c. Praktik jasa fotografer jalanan di makam Gus Dur Tebuireng
Jombang
d. Sistem pembayaran jasa fotografer jalanan
2. Sumber Data
Berdasarkan masalah diatas, maka sumber data yang akan
dihimpun sebagai berikut;
a. Sumber Data Primer
Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara
langsung dengan cara wawancara. Dalam penelitian ini sumber data
primer dapat diperoleh dari peziarah atau pengunjung dan tukang foto
di jalanan menuju makam Gus Dur Tebuireng Jombang.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-
buku, catatan-catatan dokumen tentang apa saja yang berhubungan
dengan kegiatan sewa jasa fotografer. Buku-buku yang berkaitan

dengan masalah tersebut antara lain:
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1) Saiful Jazil, Figih Mu’amalah, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,
2014

2) Wahbah al-Zuhaili, A/-Figih al-Islami wa Adillatuhu, jilid V, cet. Ke-8,
Damaskus: Dar Al-Figr Al-Mua’ssim, 2005

3) As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, jilid V, cet ke-1 Jakarta: Darul
Fath, 2004
4) Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Muamalat, Yogyakarta: UII
Press, 2011.
5) Gemala Dewi dan Wirdyaningsih, Hukum Perikatan Islam Di
Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006
3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan memiliki
beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,
antara lain:
a. Observasi
Observasi atau pengamatan adalah suatu penggalian data
dengan cara mengamati gejala yang diteliti.'® Dalam penelitian ini
penulis mengamati praktik fotografer yang berada di jalanan menuju
makam Gus Dur Tebuireng Jombang.
b. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan

¢ Rjanto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), 70.
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diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu
untuk dijawab pada kesempatan lain.
Dokumen

Dokumen adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan
dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang
tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan,

artefak, dan foto."”

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk pengolahan data yang sudah diperoleh maka dilakukan

tahapan-tahapan sebagai berikut:

a.

Editing adalah kegiatan pengeditan adanya kebenaran dan ketetapan
data tersebut.'®

Organizing adalah mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi
sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai
dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang
diperoleh."”

Analizing adalah dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil
editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber
penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya

sehingga diperoleh kesimpulan.

Y Juliansyah Noor, Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya ilmiah
(Jakarta:Kencana prenada media group,2011), 138

'8 Burhan Ashofa, Metode Peneleitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.
' Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154

2% |bid, 195
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5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan metode induktif dan metode deskriptif analitis.

Metode induktif adalah suatu metode yang digunakan untuk
menggali kenyataan-kenyataan dari hasil riset tentang adanya suatu
praktik fotografer jalanan di makam Gus Dur Tebuireng Jombang yang
bersifat khusus untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat
umum.

Metode deskriptif analitis adalah menggambarkan atau
menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan
kenyataannya. Teknik ini digunakan bertujuan untuk memaparkan,
menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan
dianalisa untuk diambil kesimpulan. Jadi untuk mengumpulkan data
mengenai jasa fotografer jalanan di makam Gus Dur Tebuireng Jombang ,
hal itu harus disertai analisa untuk mengambil keputusan.

Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah mendalami penelitian ini, maka penulis perlu
mencantumkan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat gambaran umum
atau pola dasar dalam pemahaman skripsi, di dalamnya meliputi: Latar
Belakang, Rumusan Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Tujuan
Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka,

Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
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Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi hasil telaah dari
beberapa literatur untuk membuka wawasan agar lebih memahami dan
mudah menganalisis mengenai perjanjian (akad) dan 7jarah yang di dalamnya
menjelaskan tentang pengertian, unsur, rukun, syarat, macam-macam,
pembatalan dan berakhirnya serta pengembalian obyek.

Bab ketiga berisi tentang jasa fotografer jalanan di makam Gus Dur
Tebuireng Jombang yang di dalamnya memuat profil fotografer jalanan,
profil peziarah serta praktik jasa fotografer jalanan di makam Gus Dur yang
meliputi latar belakang praktik jasa fotografer jalanan dan respon peziarah.

Bab keempat menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap
jasa fototgrafer jalanan di makam Gus Dur Tebuireng Jombang. Dari bab ini
akan diperoleh kesimpulan mengenai tinjauan masalah yang telah
dipaparkan.

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang
memuat kesimpulan akhir. Serta juga berisikan saran yang membangun bagi

penulis ataupun bagi peneliti selanjutnya.



BABII

KONSEP AKAD DAN SEWA-MENYEWA ([JARAH) DALAM HUKUM ISLAM

A. Perikatan (Akad)

1. Pengertian Akad
Kata akad berasal dari bahasa Arab a/-‘agd yang secara etimologi berarti
perikatan, perjanjian dan pemufakatan (al-ittifag) sedangkan secara
terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad adalah
kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk
melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.! Dalam istilah figh,
secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk
melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah
maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.
Secara  khusus akad berarti kesetaraan antara jab (pernyataan
penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabu/ (pernyataan penerimaan
kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.?
Para ahli Hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai
“pertalian antara 7jab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan

akibat hukum terhadap objeknya.”

! Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 52
2 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group: 2012), 72

17
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Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara Hukum Islam dan
KHU Perdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada Hukum Perikatan Islam,
janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru
kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUH Perdata, perjanjian anatara
pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan
perikatan di anatar mereka. Menurut A. Gani Abdullah dalam Hukum Perikatan
Islam titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur
ikrar (jjab dan kabul) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak
tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab dan kabul), maka terjadi

‘agdu (perikatan).’?

2. Unsur-unsur Akad
Akad juga dapat didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul
yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap
objeknya. Dari definisi tersebut terdapat tiga unsur sebagai berikut;
a. Pertalian jjab dan kabul
Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima
atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (qabil). ljab

dan kabulini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan.

3 Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2005), 53
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b. Dibenarkan oleh syara’

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal
yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Nabi Muhammad SAW
dalam hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak
boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan
mengakibatkan akad itu tidak sah. Mempunyai akibat hukum terhadap
objeknya.*

Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (zasarruf). Adanya akad
menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh
para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang
mengikat para pihak.

Musthafa al-Zarqa mendefinisikan tasarruf adalah “segala sesuatu

(perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara’ menetapkan

atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).>

3. Rukun dan Syarat Akad

Pendapat mengenai rukun perikatan atau sering disebut juga dengan

rukun akad dalam Hukum Islam beraneka ragam di kalangan para ahli figh. Di

kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukum akad hanya sighat a/-‘agd,

4 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),

53-54
> Ibid, 55
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yaitu 7jab dan kabul Adapun syarat akad al-‘agidain (subjek akad) dan
mahallul ‘agd (objek akad). Alasannya adalah al/-‘agidain dan mahallul ‘agqd
bukan merupakan bagian dari tasharruf aqad (perbuatan hukum). Kedua hal
tersebut berada di luar perbuatan akad. Berbeda dengan pendapat dari
kalangan mazhab Syafi’i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki
termasuk Syihab al Karakhi bahwa al- ‘agidain dan mahallul ‘agd termasuk
rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama
tegaknya akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah a/-
‘aqidain, mahallul ‘agqd dan sighat al-‘agqd. Selain ketiga rukun tersebut,
Musthafa al-Zarqa menambah maudhu’ul ‘agd (tujuan akad). Ia tidak
menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan mugawimat ‘agd
(unsur-unsur penegak akad). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) yang termasuk ke dalam rukun akad ialah: pihak-pihak yang berakad,
obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.®
a. Subjek perikatan (A/- ‘agidain )
Al-‘Aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari
suatu, tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad
(perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum
terdiri dari dua macam, yaitu manusia dan badan hukum.

b. Objek Perikatan (Mahallul ‘Aqd)

6 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),

60-61
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Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mahallul ‘agd sebagai berikut:
1) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan
2) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah
3) Objek akad harus jelas dan dikenali
4) Objek dapat diserahterimakan’
c. Tujuan Perikatan (Maudhu’ul ‘Aqd)
Pendapat Ahmad Azhar Basyir, yang dikutip oleh Gemala Dewi
menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan
akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:
1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak
yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan
2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
3) Tujuan akad harus dibenarkan syara’.®
d. Zjabdan Kabul (Sighat al-°Aqd)
Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul
agar memiliki akibat hukum sebagai berikut:
1) Jala’ul ma’na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas ,
sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki

2) Tawaftug, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul

7 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),
66-67
8 |bid, 69
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3) Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak

para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa

ljab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara sebagai berikut: Lisan,

tulisan, isyarat, perbuatan.’

4. Asas—asas Akad

a. Asas Ibahah (Mabda’ al-Ibahah)
Adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum.
Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang
melarangnya.

b. Asas Kebebasan Berakad (Mabda’ Hurriyyah al-Ta aqud)
Yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat
membuat akad jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang
ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja
ke dalam akad yang dibuatnya sesuai kepentingannya sejauh tidak berakibat
makan harta sesama.

c. Asas Konsensualisme (Mabda’ al-Radha’iyyah)
Menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan
tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya

formalitas-formalitas tertentu.

° Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),
69-70
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d. Asas Janji itu Mengikat
Dalam Al-Qur’an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji.
Dalam kaidah ususl fikih, “perintah itu pada asasnya menunjukkan wajib”.

e. Asas Keseimbangan (Mabda’ al-Tawazun fi al-Mu’awadhah)
Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam
bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya
keseimbangan, baik antara apa yang diberikan dan apa yang diterima
maupun dalam memikul resiko.

f. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)
Bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan
kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian
(mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah).

g. Asas Amanah
Bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi
dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi
ketidaktahuan mitranya.

h. Asas Keadilan
Tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum., keadilan merupakan
perintah al-Qur’an yang menegaskan, “Berlaku adillah, karena adil itu lebih

dekat kepada takwa.” (QS. Al-Maidah: 8).1°

10 syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 83-92
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5. Macam-macam Akad

a. Akad sahih, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-
syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat
hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang
berakad.

b. Akad yang tidak sahih, ialah akad yang terdapat kekurangan pada rukun
atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku
dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.!!

B. ljarah
1. Pengertian Jjarah
Jjarah berasal dari kata al-ajru, berarti al-iwadh (upah atau ganti).
Wahbah al-Zuhaily menjelaskan ijarah menurut bahasa, yaitu bai’ al-manfaah

yang berarti jual beli manfaat.!> Menurut Rachmat Syafi’i, jjarah secara bahasa

adalah: i) &+ (menjual manfaat), seperti contoh sewa-menyewa kepada hak

seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan
perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut.
Perjanjian tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan

tanah sepanjang dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak

11 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron lhsan dan Sapiudin Shidig, Figh Muamalat, (Jakarta:
Prenadamedia Group: 2010), 62

12 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah,
(Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 129.
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selayaknya sesuai syarat-syarat sewa-menyewa.!’ Sementara itu, pengertian

fjarah menurut istilah adalah:

a3k A aagle S aaaie Lo Y A
“Akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dnegan harga
tertentu”.

Ijarah menurut Hanafiyah adalah:

“Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti”.

Golongan Malikiyah berpendapat ijarah adalah:
“Pemilikan terhadap manfaat sesuatu yang dibolehkan sampai waktu tertentu
dengan adanya ganti”.

Sedangkan Syafi’iyah mengemukakan, 7jarah adalah:

2

w3lka o as oY) SO Al as s waglan ssplaks wals Je s
“Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengndung maksud tertentu dan mubah
serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.'#

Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah
adalah:

“Pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.”

Menurut Sayyid Sabiq, 7jarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat
dengan jalan penggantian.

13 Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.
14 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah,
(Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 129-130
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Menurut Hasbi Ash-Shiddigie, 7jarah ialah:

B & 8 2an ST ol 533055 My gp i aaiin Jo alsal deglops L
“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu
pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Menurut Idris Ahmad yang dikutip oleh Sohari Sabrani dan Ruf’ah Abdullah,
bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi
ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat difahami bahwa
jjarah adalah menukarkan seuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan

dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-

menyewa (@;\S:j\ C") adalah menjual manfaat dan upah-mengupah (§;ﬁ\ ‘C,J)

adalah menjual tenaga atau kekuatan.'>

jjarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-
mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau
imbalan jasa. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio yang dikutip oleh Mardani,,
mendefinisikan 7jarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa,
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
(ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. Menurut Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah, jjarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu

dengan pembayaran. Sewa-menyewa yang dimaksud adalah pengambilan

15 Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168
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manfaat sesuatu benda. Jadi, bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan
perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari
benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang
seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga
berupa karya pribadi seperti pekerja.!®

Dasar Hukum Jjarah

Dasar-dasar hukum atau rujukan jjarah adalah al-Qur’an, as-Sunnah dan jjma’,

Dasar hukum zjarah dalam al-Qur’an sebagai berikut:

-

() Gl a8 40 ol 3

Artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah
kepada mereka upahnya (QS. Al-Thalaq: 6)

(Y1) 4o folh sl s 2 8 gmdind ool i) 06

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “’Ya bapakku ambillah ia
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling
baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya. (QS. Al-Qashash: 26)

(Y¥T) Syl 2 G (W,JM 15) 3 #4305 2851 Tihpsind O 28551 &5

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut,
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa
yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)

6 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013),

247.



Dasar hukum jjarah dari hadis adalah:
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3;22;;};5&\ Izt | RPN o Al J35s J6 2 J6 wgle A o2 R

(axle o) oly)) 85 Cand

Artinya: Dari Ibnu Majah ra, berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda:

“Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu

Majah).!”

Penjelasan dalam hadis di atas, Rasulullah saw memerintahkan agar upah

kepada Musta jir/Ajir (kuli/buruh) dibayar sebelum keringatnya kering. Oleh

karena itu, termasuk perbuatan baik apabila upah pekerja dibayar sebelum yang

bersangkutan melakukan pekerjaan; upah pekerja dibayar sebelum pekerjaannya

selesai atau upah pekerja dibayar pada saat pekerjaannya selesai dilakukan.

Dalam sistem perusahaan modern, hadis ini menunjukkan perintah agar upah

buruh dibayar tepat waktu sesuai perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku,

karena keterlambatan pembayaran upah oleh Mujir pada umumnya akan

melahirkan kesulitan baru bagi para buruh.'®

(ke S oly)) BT AL L2l ity

Artinya: Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada
tukang bekam itu. (Riwayat Bukhori dan Muslim).!®

7 Ibnu Majah, Sunnah Ibnu Majah, Hadis No 2434

18 Enie Tisnawati Sule, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2016), 55.

19 Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, Shahih Bukhari Juz Il (Beirut: Dar Ibn Kasir,
1987) 232.
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o
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Gty 205 clog lle A Joo ol J325 68 6531 6 35501 2 Wy (251 SO G
(351 sy ol oly) G331 Cady

Artinya: Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman
yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami
agar membayarnya dengan uang, mas atau perak. (Riwayat Ahmad dan Abu
Dawud)

Semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh,
tidak ada seorang ulama pun yang membantah bersepakatan (ijma’) ini,
sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat.

Hukum jjarah bisa dikatakan shahih adalah apabila tetapnya
kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang
menyewakan, sebab Jjarah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan
kemanfaatan.

Sedangkan hukum jjarah rusak menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa
telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja di
bayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad, bila kerusakan tersebut
terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan di sebabkan penyewa tidak

memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus di berikan

semestinya. Para jafar dan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa jjarah fasid,
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yakni harus di bayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang di capai oleh barang
sewaan.?0
3. Rukun dan Syarat Jjarah
Umumnya dalam kitab figih di sebutkan bahwa rukun jarah adalah
pihak yang menyewa (musta’jir), pihak yang menyewakan (mujir), ijab kabul
(sighat), manfaat barang yang disewakan dan upah (ujrah). Pada KHES pasal

251 menyebutkan bahwa rukun jjarah adalah:

a. Pihak yang menyewa

b. Pihak yang menyewakan
c. Benda yang diijarahkan
d. Akad

Sedangkan pada Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 telah

menetapkan rukun ijarah terdiri dari sebagai berikut:

a. Shigat ijarah yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak
yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
b. Pihak-pihak yang berakad,terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa atau
pengguna jasa
c. Objek akad jjarah, yaitu:
1) Manfaat barang dan jasa, atau

2) Manfaat jasa dan upah?!

20 Rachmat Syafe’l, Figh Mu’amalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 131.
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Agar transaksi sewa-menyewa atau upah-menupah menjadi sah harus
memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun jjarah menurut
Hanfiyah adalah ijab dan kabul dengan lafadz ijarah atau isti’jar. Sedangkan

menurut jumhur ulama rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Mu’jir dan mustajjir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau
upah-mengupah. Mu’jir adalah yang memberikan upah dan yang
menyewakan, musta jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan
sesuatu dan ynag menyewa sesuatu, disyaratkan pada mujir dan musta’jir
adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasarruf (mengendalikan harta),
dan An-taradin yang artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan
sendiri, maka dari itu tidak dibenarkan melakukan upah-mengupah atau
sewa-menyewa karena paksaan oleh salah satu pihak ataupun dari pihak

lain. Allah swt. Berfirman:

)

B a5 22 Hlaw 550 O Y b Wy 2 1Sl G ui el
(Ya L)
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan persaingan secara suka sama
suka (An-Nisa: 29)

2! Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 105-106.
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Bagi orang yang berakad Jjarah juga disyaratkan mengetahui manfaat
barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah

perselisihan.

Shighat ijab kabul antara mu ’jir dan mustajir, ijab kabul sewa-menyewa dan
upah-mengupah, jjab kabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil
ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,00”, maka musta’jir menjawab “Aku
terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul
upah-mengupah misalnya seseorang berkata, ‘“Kuserahkan kebun ini
kepadamu untuk dicangkul dengan upah setiap hari Rp 5.000,00”, kemudian
musta’jir menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa
yang engkau ucapkan”. Syarat sighat adalah sebagai berikut:

1) Tidak diselingi dengan pembicaraan selain yang terkait akad meskipun
sedikit, karena pembicaraan lain dapat dikatagorikan sebagai bentuk
berpaling dari gabul

2) Tidak diselingi dengan berdiam yang lama sekiranya dapat
mengindikasikan berpaling dari gabul

3) Lafadz 7jabtidak diubah sebelum pengungkapan gabul

4) Dengan ucapan yang semestinya dapat didengar oleh orang yang berada di
dekatnya meskipun realitanya tidak terdengar.

5) Senantiasa bersifat ahli dalam bertransaksi hingga sisi lain antara 7jab dan

gabul terwujud



6)

7)

8)
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Qabul muncul dari sesorang yang sedang diajak berbicara, maka jika gabul
berasal dari seseorang yang sedang tidak diajak berbicara dan dikala
seseorang yang diajak berbicara masih hidup atau telah mati maka
transaksi tidak sah

Ada keserasian antara 7jab dan gabul dalam makna. Seandainya ijab
sepakat dengan harga Rp. 100.000 pecahan dan gabul sepakat dengan
harga Rp. 100.000 utuh atau sebaliknya maka transaksi tidak sah, karena
tidak adanya keserasian antara ijab dan qabul.

Tidak bergantung pada sesuatu

c. Ujrah/upah disyaratkan yaitu:

1)

2)

Upah/imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan

memanfaatkannya (mal mutagawwim). Dalam hadist Nabi dijelaskan:
(s ool 5 el olyy) 30 AadlS ool sl 2 6 Gt o5 5358 o 2

Artinya: Abu Hurairah dan Abu Said keduanya berkata: “Siapa yang
melakukan upah-mengupah maka hendaklah ia ketahui upahnya.” (HR. Al-
Baihaqi dan Ibn Syaibah)

Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan

adat kebiasaan setempat.
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3) Upah-mengupah tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan, misalnya
sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah dengan
sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan riba.?

4) Kebanyakan ulama membolehkan membayar ujrah selain dalam bentuk
uang, yaitu dalam bentuk manfaat yang serupa dengan objek kontrak.
Misalnya: harga sewa rumah selama sehari sebesar 300 ribu, kemudian si
pemilik rumah membutuhkan mobil untuk kebutuhan nikah anaknya
selama satu hari dan kebetulan si penyewa rumah memiliki mobil, dengan
kesepakatan harga sewa kedua belah pihak akhirnya harga sewa rumah
dibayar dengan harga sewa mobil.

5) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan ujrah dapat ditentukan dalam
ukuran, waktu, tempat, dan jarak. Misalnya: seseorang berkata kepada
lainnya: “jika anda menjahitkan baju ini untuk saya pada hari ini, upahnya
Rp 30.000,00 sedangkan jika anda menjahitkannya besok, upahnya Rp
20.000,00.” Atau “jika anda tinggal dirumah ini sebagai pedagang emas,
maka sewanya sebesar Rp 2.000.000,00 sedangkan jika anda sebagai
pembuat parfum harga sewanya sebesar Rp 1.000.000,00.” Dan
sebagainya.

6) Pembayaran wujrah di muka diperbolehkan dalam syariah. Hal tersebut

dapat merupakan pembayaran di muka dari total uyjrah. Dalam ujrah semua

22 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah,
(Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 133.
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pembayaran adalah sewa yang dapat dipercepat atau ditunda, baik

keseluruhannya atau sebagian (jika ia merupakan bagian dari total ujrah).

Pembayaran itu dapat dilakukan secara angsuran atau ditangguhkan

setelah yang bersangkutan mengambil manfaat dari jasa tersebut.?

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-
mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa
syarat berikut ini:

1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-
mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-
mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut
kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)

3) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat)-nya hingga waktu
yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

4) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh)
menurut syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan),?* seperti halnya
menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk didiami. Atas
dasar itu, para fuqaha sepakat menyatakan tidak boleh melakukan

jjarah terhadap perbuatan maksiat, seperti menggaji seseorang untuk

23 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Persada Media, 2003), 149
24 Hendi suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 117-118
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mengajarkan ilmu sihir, menyewakan rumah untuk prostitusi, dan lain
sebagainya yang mengarah kepada perbuatan maksiat.

5) Manfaatkan dari objek yang akan dijjarahkan harus diketahui
sehingga perselisihan dapat dihindari.

6) Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara
hakiki, maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat
dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk berbicara.

7) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang fardhu atau
diwajibkan kepada mu’ajir (penyewa), seperti shalat, puasa, haji,
imamabh shalat, adzan dan igamah.

8) Manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat disewakan, seperti
menyewakan toko dan komputer, maka tidak boleh menyewakan
pohon untuk menjemur pakaian, karena hal tersebut di luar
kebiasaan.?

4. Pembagian Jjarah
a. ljarah ‘ain
Adalah jjarah pada manfaat suatu benda tertentu seperti menyewakan
apartemen atau menyewa seseorang untuk mengerjakan sesuatu seperti

menjahit pakaian. Syarat 7jarah ‘ain sebagai berikut:

25 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah,
(Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 132-133
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1) Barang yang disewakan telah ditentukan, maka tidak sah menyewakan
salah satu dari dua mobil yang belum ditentukan.

2) Barang tersebut wujud dan dapat disaksikan oleh kedua belah pihak
manakala melakukan akad, maka tidak sah melakukan akad 7jarah pada
barang yang tidak wujud dan tidak dapat disaksikan oleh kedua belah
pihak kecuali bila barang telah disaksikan sebelum bertransaksi dan
dapat dipastikan tidak mengalami perubahan secara umum.

3) Pemanfaatan barang tidak ditangguhkan setelah bertransaksi seperti
menyewakan rumah untuk dimanfaatkan di tahun mendatang.

b. [ljarah dzimmah

Adalah jjarah pada manfaat barang yang masih dalam tanggungan seseorang,

seperti menyewa sopir untuk mengantarkan ke suatu tempat tertentu dengan

kendaraan yang ditentukan dalam tanggungan atau menyewa mobil yang
ditentukan dalam tanggungan pada masa tertentu. Syarat ijarah dzimmah
sebagai berikut:

1) Upah tidak ditempo dan diserahkan di tempat transaksi. Karena akad
ijarah adalah akad pesan pada manfaat, sehingga disyaratkan
menyerahkan uang muka (dalam jjarah adalah upah) di tempat transaksi
dan penyaratan tempo berarti sama halnya tidak ada penyerahan upah.

2) Wajib menjelaskan jenis barang, macam dan sifatnya secara mendetail.

5. Pembayaran Upah dan Sewa
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Jika jjarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya
pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad
sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada
ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya
secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam
Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mujir
menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta’jir, ia berhak menerima
bayarannya karena penyewa (mustajir) sudah menerima kegunaan. Hak
menerima upah bagi mustajir adalah sebagai berikut:

a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang

diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda

(4o ol olg)) 355 Sand 0T 5§31 25 Vilghat

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering” (HR. Ibnu Majah)
(hadis nomer 937)%¢

b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila
dalam akad ditentukan lain, manfaat barang ynag diijarahkan mengalir

selama penyewaan berlangung.?’

Adapun syarat pembiayan Jjarah antara lain:

26 |bn Hajar al-‘Asqalani, Bulug al-Maram min adillat al-‘ahkam, (Lebanon: Dar Al-kotob Al-limiyah,
2010), 188
27 Hendi suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 121
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a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh asset yang di sewakan tersebut
harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

b. Kepemilikan asset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab
atas pemeliharaannya, sehingga asset tersebut terus dapat memberi manfaat
bagi penyewa.

c. Akad jjarah di hentikan pada saat asset yang bersangkutan berhenti
memberikan manfaat kepada penyewa. Jika asset tersebut rusak dalam masa
kontrak, maka akad ijarah tersebut masih tetap berlaku.

d. Asset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang di tetapkan
sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila asset akan di jual, harganya
akan di tentukan pada saat kontrak berakhir.?®

6. Pembatalan dan Berakhirnya Jjarah
Jjarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan
adanya fiasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan
akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.?
Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal
dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi
objek perjanian sewa-menyewa masih ada. Sebab, dalam hal salah satu pihak

meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga

28 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Persada Media, 2033), 101.
2 Hendi suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 122
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halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang tidak

menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya.

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

a.

b.

C.

d.

Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa ada
kerusakan ketika sedang berada di tangan penyewa. Kerusakan itu akibat
kelalaian penyewa sendiri. Misalnya, pengguna barang tidak sesuai dengan
peruntukkan. Dalam hal seperti itu, penyewa dapat minta pembatalan.
Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa
mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya, yang menjadi objek sewa-
menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.
Rusaknya barang yang diupahkan (ma jur ‘alaih)

Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa
mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang
menyebabkan terjadinya perjanjian, maka akad tidak akan mungkin terpenuhi
lagi. Misalnya, A mengupahkan (perjanjian sewa-menyewa karya) kepada B
untuk menjahit bakal celana. Kemudian bakal celana itu mengalami
kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa itu berakhir dengan sendirinya.

Terpenuhinya manfaat yang diakadkan
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Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa-menyewa
telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai
dengan ketentuang yang disepakati. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa
rumah selama satu tahun. Penyewa telah memanfaatkan rumah selama satu
tahun, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut batal atau berakhir dengan
sendirinya. Maksudnya, tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum
untuk memutus hubungan sewa-menyewa.

Adanya uzur

Penganut madzhab Hanafi menambahkan bahwa uzur juga merupakan salah
satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun
uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud
dengan uzur di sini adalah adanya suatu halangan sehinga perjanjian tidak
mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang
menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah
terbakar, atau dicuri orang bangkrut sebelum toko itu dipergunakan.
Akibatnya penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang

telah diadakan sebelumnya.’®

Selain itu jjarah berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

30 syhrawandi K. Lubis dan Farid Wadji, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 160-

162.
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a. Menurut Hanafiyah, akad ijarah berakhir dengn meninggalnya salah seorang
dari dua orang yang berakad. Jjarah hanya hak manfaat maka hak ini tidak
dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki.
Jumhur ulama berpendapat sifat akad jjarah adalah akad /azim (mengikat
para pihak), seperti halnya dengan jual beli. Atas dasar ini mayoritas fuqaha
berpendapat, ijarah tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya para pihak
yang berakada, jjarah berakhir dengan berakhirnya waktu akad. Oleh karena
itu, manfaat dari fjarah dapat diwariskan sampai berakhirnya waktu akad.
Mayoritas ulama berpendapat jjarah merupakan milk al-manfaah
(kepemilikan manfaat) sehingga dapat diwariskan. Inilah kiranya pendapat
yang dapat diterima dan mendatangkan maslahah bagi semua pihak.
Misalnya seorang kepala keluarga mengontrak rumah untuk tempat tinggal
keluarganya, kemudian pemilik rumah atau kepala keluarga meninggal dunia,
maka kontrak rumah masih bisa dilanjutkan sampai habis masa kontrak.

b. Akad jjarah berakhir dengan igalah (menarik kembali). Jjarah adalah akad
mu’awadhah. Di sini terjadi proses pemindahan benda adengan benda
sehingga memungkinkan untuk 7ga/ah, seperti pada akad jual beli.

c. Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, misalnya hewan sewaan mati atau
rumah sewaan hancur.

d. Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai, kecuali

ada unsur uzur atau halangan.
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Apabila jjarah telah berakhir waktunya, penyewa wajib mengembalikan barang
sewaan utuh , seperti semula. Bila barang sewaan sebidang tanah pertanian yang
ditanami dengan tanaman, boleh ditangguhkan sampai buahnya bisa dipetik

dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang diberikan.3!

7. Pengembalian Objek Jjarah
Apabila masa yang ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka
penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada
pemilik semula (yang menyewakan).

Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa-menyewa adalah:

a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang bergerak,
maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang
menyewakan/pemilik dengan menyerahkan langsung bendanya. Misalnya,
sewa-menyewa kendaraan.

b. Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak
bergerak maka penyewa wajib mengembalikannya kepada pihak yang
menyewakan dalam keadaan kosong. Maksudnya, tidak ada harta pihak

penyewa di dalamnya. Misalnya, dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.

31 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah,
(Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 140
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c. Apabila yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang
berwujud tanah, maka penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik
dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

Dapat ditambahkan bahwa menurut madzhab Hanbali, “Manakala ijarah telah

berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian untuk

mengembalikan atau menyerahterimakannya, seperti barang titipan karena ia
merupakan akad yang tidak menuntut jaminan sehingga tidak mesti
mengembalikan dan menyerahterimakannya’.

Pendapat madzhab Hanbali di atas dapat diterima, sebab dengan
berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa,
maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat
sebelumnya telah berakhir. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi suatu
perbuatan hukum untuk memustuskan hubungan sewa-menyewa. Dengan
terlewatinya jangka waktu di perjanjian, otomatis hak untuk menikmati

kemanfaatan atas benda kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan).3?

32 Ssyhrawandi K. Lubis dan Farid Wadji, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 162-

163.
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BAB III
PRAKTIK JASA FOTOGRAFER JALANAN DI MAKAM GUS DUR

TEBUIRENG JOMBANG

A. Profil Gus Dur

KH. Abdurrahman Wahid adalah mantan presiden Republik
Indonesia ke empat dari tahun 1990-2001. Namanya lebih dikenal dengan
panggilan Gus Dur. Nama Gus Dur diambil dari tradisi di daerahnya,
dimana penduduk setempat menyebut seorang putra dari keluarga elit
dengan sebutan “Gus”. Beliau dilahirkan 4 Agustus 1940 di Denanyar,
Jombang, Jawa Timur, termasuk keluarga muslim yang berpengaruh di
Indonesia. Ayahnya Wahid Hasyim adalah Menteri Agama tahun 1945.
Kakeknya Hasyim Ashari adalah satu dari pemimpin muslim terbesar
pada pergantian abad 2000." Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan
dikaruniai empat orang anak yaitu Alissa Qotrunnada, Zanubba Arifah
Chafsoh (Yenny), Anita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari.

Pada tahun 1944 Gus Dur pindah dari Jombang ke Jakarta. Setelah
deklarasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, beliau kembali ke
Jombang dan tetap berada di sana selama perang Indonesia melawan
Belanda. Akhir 1949 pindah ke Jakarta dan belajar di SD KRIS sebelum
pindah ke SD Matraman Perwira. Selain itu Gus Dur juga diajarkan

membaca buku non islam, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk

! Maswan dan Aida Farichatul Laila, Gus Dur Manusia Multidimensional, (Yogyakarta: Deepublish,
2015), 61-62
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memperluan pengetahuannya. Pada 1954 pendidikannya berlanjut di SMP
dan tidak naik kelas, tetapi bukan karena intelektualnya. Lalu ibunya
mengirim beliau ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan. Setelah
lulus SMP tahun 1957 beliau pindah ke Magelang untuk belajar di
Pesantren Tegalrejo dan menyelesaikan pendidikannya dalam waktu 2
tahun (seharusnya 4 tahun).

Tahun 1959 beliau pindah ke Tambakberas Jombang dan
mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kepala madrasah,
selain itu juga menjadi wartawan. Gus Dur pada tahun 1962 menerima
beasiswa di Universitas Al Azhar, Mesir, namun tidak diselesaikan karena
kekritisan pikirannya. Beliau pergi ke Belanda untuk meneruskan
pendidikannya di Universitas Leiden, akan tetapi beliau merasa kecewa
karena ilmu yang selama ini didapat tidak diakui. Lalu beliau pergi ke
Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia.? Sebelum kembali ke
Indonesia tahun 1974 beliau juga sempat mempelajari sastra dan ilmu
sosial di Fakultas Sastra Universitas Baghdad, Irak. Gus Dur kembali ke
Jakarta dan mulai berkarir sebagai cendekiawan dengan menulis sejumlah
kolom di berbagai media massa nasional.® Selain itu beliau juga
bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan
Ekonomi dan Sosial (LP3ES), organisasi yang terdiri dari kaum

intelektual muslim progresif dan sosial demokrat.

2 https://www.viva.co.id/siapa/read/24-gus-dur diakses 26 Juni 2018
3 Maswan dan Aida Farichatul Laila, Gus Dur Manusia Multidimensional, (Yogyakarta: Deepublish,
2015), 62
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Makam Gus Dur banyak peziarah yang berkunjung dari berbagai
kota bahnkan luar provinsi Jawa Timur. Menurut Jauhari “biasanya ramai
peziarah pada tanggal merah, hari libur sekolah dan hari Sabtu-Minggu,
selain peziarah juga banyak orang yang hanya ingin rekreasi saja melihat
museum. Peziarah yang datang mencapai ribuan dengan membawa
rombongannya masing-masing, datang dari berbagai kalangan. Saat itu
haul Gus Dur tahun 2017 tepatnya pada hari imlek ada romboongan
barongsai dari seluruh Indoneia mendatangi makam dan tahun 2016
rombongan barongsai melakukan atraksi serta iring-iringan dari alun-alun
Jombang menuju makam”.#

Peziarah datang ke makam Gus Dur dengan tujuan mendoakan
salah satu mantan presiden ke 4. Di sekitar area makam tersebut banyak
orang yang membuka usaha dengan menjual berbagai makanan khas
Jombang, souvenir serta pakaian. Selain itu terdapat pula beberapa orang
yang mengais rejekinya dengan berprofesi sebagai tukang foto peziarah.
Dari situlah penulis meneliti bagaimana praktek jasa fotografer jalanan
tersebut.

B. Profil Pondok Pesatren Tebuiremg

Tebuireng adalah nama sebuah pendukuhan yang termasuk
wilayah administratif Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten
Jombang, sekitar 8 km dari kota Jombang ke arah selatan. Pendukuhan

seluas 25,311 hektar ini kemudian dijadikan nama pesantren yang

4 Jauhari; tukang parkir, Wawancara, Jombang 29 April 2018
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didirikan oleh Kiai Hasyim. Letak Pesantren Tebuireng berada di tepi
jalan raya Jombang-Malang dan Jombang-Kediri. Pada tanggal 26 Rabiul
Awal 1317 H bertepatan tanggal 3 Agustus 1899 M. Saat itu Kiai Hasyim
mendirikan sebuah bangunan kecil yang terbuat dari anyaman, ketika itu
santrinya berjumlah 8 orang dan 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28
santri.

Kehadiran Kiai Hasyim di Tebuireng tidak langsung diterima oleh
masyarakat. Gangguannya berupa fitnah hingga ancaman datang bertubi-
tubi. Tidak hanya Kiai Hasyim yang diganggu santrinya pun juga sering
diteror. Teror yang dilakukan berupa pelemparan batu, kayu atau
penusukan senjata tajam ke dinding. Tidak hanya gangguan di dalam
pondok saja, gangguan juga terjadi di luar pondok dengan mengacam para
santri untuk meninggalkan Kiai Hasyim. Gangguannya berlangsung
selama 2 setengah tahun. Ketika gangguan tersebut semakin
membahayakan dan menghalangi sejumlah aktifitas para santri, Kiai
Hasyim langsung mengutus seorang santri untuk pergi ke Cirebon, Jawa
Barat. Utusan itu untuk menemui Kiai Saleh Benda, Kiai Abdullah
Panguragan, Kiai Sansuri Wanantara, dan Kiai Abdul Jamil Buntet.
Keempatnya merupakan sahabat Kiai Hasyim. Beliau sengaja
mendatangkan sahabat-sahabatnya untuk melatih pencak silat dan
kanuragan selama kurang lebih 8 bulan. Para santri dengan diberikannya
bekal ilmu pencak silat dan kanuragan supaya tidak khawatir lagi

terhadap gangguan dari luar. Bahkan Kiai Hasyim sering mengadakan
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ronda sendirian. Banyak penjahat yang beradu fisik dengan beliau tetapi
hal itu dapat di atasi oleh Kiai Hasyim. Sehingga mereka minta diajari
pecak silat oleh beliau. Sejak saat itu Kiai Hasyim diakui sebagai bapak,
guru sekaligus pemimpin masyarakat.

Kiai Hasyim selain dikenal memiliki ilmu pecak silat, beliau juga
dikenal ahli pertanian, pertanahan, dan produktif dalam menulis. Karema
itu, Kiai Hasyim menjadi figur yang amat dibutuhkan oleh warga sekitar
yang rata-rata berprofesi sebagai petani. Luasnya pengaruh Kiai Hasyim
dengan tumbuhnya pengakuan masyarakat membuat santri yang datang
berguru ke Kiai Hasyim bertambah banyak dan datang dari berbagai
daerah baik di Jawa maupun Madura. Bermula dari 28 santri tahun 1899
M, kemudian bertambah menjadi 200 pada tahun 1910 M, 10 tahun
kemudia santrinya bertambah menjadi sekitar 2000 orang, sebagian brasal
dari Malaysia dan Singapura. Sehingga pembangunan dan perluasan
pondok ditingkatkan termasuk kegiatan pendidikannya untuk menguasai
kitab kuning. Beliau mendidik santrinya dengan sabar dan telaten, selain
itu juga perhatiannya dipusatkan untuk mendidik santrinya sampai
sempurna. Supaya santri-santrinya dapat medirikan pondok pesantren di
daerahnya masing-masing.

Beliau juga aktif dalam membantu mendirikan pesantren-
pesantren yang didirikan oleh santri-santrinya. Seperti Pesantren Lasem
(Rembang, Jawa Tengah), Darul ‘Ulum (Peterongan Jombang), Mambaul

Ma’arif (Denanyar, Jombang), Lirboyo (Kediri), Salafiyah Safi’iyah
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(Asembagus, Situbondo), Nurul Jadid (Paiton), dan lain sebagainya. Hal
tersebut menunjukkan betapa memiliki pengaruh besar pondok pesantren
dalam pengembangan dan penyebaran islam di Jawa pada awal abad ke
20, karena kemasyhuran Kiai Hasyim.

Sebelum wafat tahun 1926 Kiai Holil pernah memberi sinyal
bahwa Kiai Hasyim adalah pewaris kekeramatnya sehingga para kiai di
Jawa-Madura diisyaratkan untuk berguru kepada Kiai Hasyim. Bisa
dikataka bahwa Pondok Pesantren Tebuireng merupakan pusatnya
pesantren di tanah Jawa da Kiai Hasyim merupakan kiainya para kiai.

Saat ini dalam perkembangannya keberadaan Pesantren Tebuireng
tidak saja diaggap sebagai pusat pendidikan keagamaan, melainkan juga
sebagai pusat gerakan politik menentang penjajah dari Pesantren
Tebuireng lahir partai-partai islam di Indonesia seperti: Nadhatul Ulama
(NU), Masyumi (Majelis Syuro A’la Indoesia), Majelis Islam A’la
Indonesia (MIAI) serta laskar-laskar perjuangan seperti Sabilillah,
Hizbullah dan lain sebagainya. Pertama masuk Pondok Pesantren
Tebuireng pelajaran yang diajarkan hanya materi keagamaan dengan
sistem sorogan dan bandongan.

Namun dengan perkembangan waktu sistem pengajarannya ecara
bertahap dibenahi diantaranya dengan menambah kelas musyawaroh
sebagai kelas tertinggi, lalu pengenalan sistem klasikal (Madrasah) tahun
1913, kemudian pendirian Madrasah Nidzamiyah yang di dalamnya

mengajarkan materi pengetahuan umum tahun 1933. Pesantren Tebuireng
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sekarang memasuki akhir abad ke 20 sehingga Tebuireng menambah lagi
uit pendidikannya seperti Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah
Aliyah (MA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah
Atas (SMA) serta Universitas Hasyim Asy’ari (UNHASY). Bahkan ada
penambahan lagi dengan pembangunan Madrasah Diniyah, Madrasah
Mu’alimin dan Ma’had Aly. Selain itu unit penunjang lainnya seperti unit
penerbitan buku dan majalah, unit koperasi, unit unit pengolahan sampah,
poliklinik, unit pejamin mutu, perpustakaan, dan lain-lain.

Hingga sampai saat ini pesantren tebuireng telah mengalami 7
periode kepemimpinan. Berikut ini nama pengasuh dari masa ke masa:
Periode I : KH. Muhammad Hasyim Asy’ari : 1899-1947 (48 tahun)
Periode II : KH. Abdul Wahid Hasyim : 1947-1950 (3 tahun)

Periode I1I : KH. Abdul Karim Hasyim : 1950-1951 (1 tahun)
Periode IV : KH. Achmad Baidhawi : 1951-1952 (1 tahun)

Periode V : KH. Abdul Kholik Hasyim : 1953-1965 (12 tahun)
Periode VI : KH. Muhammad Yusuf Hasyim : 1965-2006 (41 tahun)
Periode VII : H. Salahuddin Wahid : 2006-sekarang

Dua orang tokohnya, Kiai Hasyim Asy’ari dan Kiai Wahid
Hasyim mendapatkan delar pahlawan serta merupakan tokoh pendiri dan
penerus perjuangan Nadhatul Ulama. Selain itu keturunan Kiai Hasyim
Asy’ari ada yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke

empat yaitu KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
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C. Profil Wisata Religi Makam Gus Dur
Jombang memiliki banyak destinasi wisata salah satunya wisata
religi. Dalam hal ini penulis memfokuskan untuk membahas wisata religi
Gus Dur. Makam Gus Dur yang berada di kecamatan Cukir Kabupaten
Jombang. Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo Jakarta akibat penyakit komplikasi. Jadi setelah adanya
makam Gus Dur Pondok Pesantren Tebuireng mendadak ramai peziarah
yang datang, tidak hanya umat beragama islam saja wisatawan umum
juga medatangi makam Gus Dur. Maka dari itu pihak pondok menambah
fasilitas untuk kenyamanan para peziarah seperti adanya bangunan dua
lantai depan makam bagian timur untuk peziarah berdoa, tempat parkir
yang luas dan dibangunnya museum. Selain itu dengan adanya fasilitas
tersebut, perekonomian warga sekitar makam semakin berputar dengan
adanya kios-kios yang menjual aneka macam produk makanan, minuman,
aksesoris, pakaian dan berbagai macam kaset serta menjual jasa seperti
kamar mandi, penginapan dan tukang foto peziarah yang berjalan menuju
makam.
D. Latar Belakang Praktik Fotografer Jalanan di Makam Gus Dur Tebuireng
Jombang
1. Profil pihak fotografer
Bapak Ridho merupakan Warga Negara Indonesia yang berasal
dari Jombang daerah Sumobito. Beliau pergi ke makam Gus Dur untuk

melakukan usaha fotografer. Setiap hari beliau memfoto para peziarah
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yang datang menggunakan bus atau elf. Pemasukannya tidak menentu,
terkadang dalam satu hari tidak ada pemasukan sama sekali. Tetapi di
saat liburan pemasukan bertambah. Menurut beliau waktu yang ramai
di saat liburan sekolah, hari sabtu-minggu, dan jum’at legi. Satu foto
yang sudah dicetak di jualnya 10.000. penyeteronnya dilakukan
seminggu sekali sebesar 30% di masukkan ke kas paguyuban dan 70%
sebagai biaya operasional seperti perawatan alat foto serta pembelian
kertas foto. >

Bapak Yudi merupakan Warga Negara Indonesia yang berasal
dari Mojokerto. Beliau melakukan usaha fotografer tersebut memiliki
kendala dan resiko yang dihadapi yaitu ketika hujan dan ketika cetakan
foto sudah tercetak tetapi tidak menemukan orang yang difoto, maka
cetakan foto tersebut di buang dan beliau mengalami kerugian.
Pemasukan yang didapat per harinya tidak menentu, biasanya
pemasukan banyak di dapat ketika ada peristiwa-peristiwa tertentu
seperti saat liburan, haul Gus Dur, bulan puasa dan sebagainya.
Penjualan cetakan memiliki 2 ukuran, ukuran 5R seharga 10.000 dan
yang ukurannya 10R seharga 20.000. Cetakan yang sering dibeli
peziarah berukuran 5R. Penyeteronnya dilakukan seminggu sekali
sebesar 30% dimasukkan ke kas paguyuban dan 70% digunakan

sebagai perawatan alat foto serta pembelian kertas foto.

5 Ridho; fotografer, Wawancara, Jombang 15 April 2018
6 Yudi; fotografer, Wawancara, Jombang 15 April 2018
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Bapak Dodi merupakan Warga Negara Indonesia yang
bertempat tinggal di daerah Tebuireng. Pemasukan yang beliau dapat
tidak menentu, banyak pemasukan di saat liburan dan haul Gus Dur.
Beliau bekerja sebagai fotografer di makam Gus Dur sudah 3 tahun,
umurnya 37 tahun, bekerja dari jam 08.00-16.00. penjualan cetakan
foto yang berukuran 5R lebih banyak daripada ukuran 10R.
Penyetorannya dilakukan seminggu sekali sebesar 30% dimasukkan ke
kas paguyuban dan 70% digunakan sebagai biaya operasional seperti
perawatan alat foto serta pembelian kertas foto.”

Bapak Soleh merupakan Warga Negara Indonesia yang
bertempat tinggal di daerah peterongan sejak 5 tahun yang lalu,
berumur sekitar 31 tahun. Beliau pergi ke makam Gus Dur Tebuireng
Jombang untuk melakukan usaha menjadi fotografer peziarah yang
dilakukan setiap harinya jam 20.00-03.00. Pemasukan yang didapat
perharinya tidak menentu, ketika peristiwa-peristiwa tertentu
pemasukan mengamalami pertambahan. Setiap cetakan 5R seharga
10.000 dan yang ukuran 10R seharga 20.000, ukuran 5R biasanya yang
dibeli oleh peziarah. Beliau melakukan penyetoran seminggu sekali
sebesar 30% dimasukkan ke kas paguyuban dan 70% digunakan
sebagai perawatan alat foto serta pembelian kertas foto .3

Bapak M.Marzuki merupakan Warga Negara Indonesia yang

berasal dari Sidoarjo, namun sekarang beliau bertempat tinggal di

7 Dodi; fotografer, Wawancara, Jombang 29 April 2018
8 Soleh; fotografer, Wawancara, Jombang 29 April 2018
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daerah Gondang, Jombang. Setiap harinya sekitar pukul 08.00-16.00
beliau melakukan usaha menjadi fotografer para peziarah. kendala dan
resiko yang biasa dialami adalah ketika turunnya hujan dan ketika foto
sudah dicetak tetapi tidak menemukan rombongan peziarahnya, maka
foto tersebut dibuang dan beliau mengalami kerugian. Pemasukan per
harinya tidak menentu ketika ada peristiwa-peristiwa tertentu seperti
liburan dan bulan puasa. Penyetorannya dilakukan seminggu sekali
sebesar 30% dimasukkan ke kas paguyuban dan 70% digunakan
sebagai perawatan alat foto serta pembelian kertas foto.’

Sekitar tahun 2010 saat meninggalnya KH. Abdurrahman
Wahid (Gus Dur), pondok pesantren Tebuireng Jombang mendadak
ramai dengan adanya para peziarah yang datang. Sehingga warga
sekitar makam dapat meraup keuntungan yang bisa membantu
perekonomiannya. Mereka bisa membuka kios-kios ataupun menjual
jasa yang di miliki, salah satunya sebagai fotografer. Para fotografer
tersebut tidak bekerja sendiri, mereka merupakan paguyuban fotografer
makam Gus Dur yang di koordinatori oleh satu orang. Jumlahnya ada
kurang lebih 10 kelompok, satu kelompok terdiri dari 2 orang terdiri
dari tukang foto dan penjaga hasil cetakan foto.

Tabel 3.1
Harga dan Ukuran Foto di Makam Gus Dur Tebuireng

bulan Januari — Agustus 2018

9 M. Marzuki; fotografer, Wawancara, Jombang, 29 April 2018
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Jenis Jumlah Satuan Harga Keterangan
Foto/Ukuran
SR 1 foto “Rp 10.000,00 Langsung jadi
10R 1 foto Rp 20.000,00 Langsung jadi
Tabel 3.2
Pendapatan Fotografer di Makam Gus Dur
Per minggu
Nama Hari Pendapatan Keterangan
Fotografer
Ridho Libur Rp 150.000/lebih | 30% masuk
Besar Islam Rp 270.000/lebih | kas paguyuban
Peristiwa- Rp 250.000/lebih | dan 70%
peristiwa penting sebagai biaya
operasional
Yudi Libur Rp 200.000/Iebih | 30% masuk
Besar Islam Rp 250.000/lebih | kas paguyuban
Peristiwa- Rp 280.000/lebih | dan 70%
peristiwa penting untuk biaya
operasional
Dodi Libur Rp 100.000/lebih | 30% masuk
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Besar Islam Rp 250.000/lebih | kas paguyuban
Peristiwa- Rp 230.000/Iebih | dan 70%
peristiwa penting untuk biaya
operasional
Soleh Libur Rp 220.000/lebih | 30% masuk
Besar Islam Rp 270.000/Iebih | kas paguyuban
Peristiwa- Rp 300.000/lebih | dan 70%
peristiwa penting untuk biaya
operasional
M. Marzuki | Libur Rp 150.000/lebih | 30% masuk
Besar islam Rp 250.000/lebih | kas paguyuban
Peristiwa- Rp 300.000/lebih | dan 70%
peristiwa penting untuk biaya
operasioanal

2. Profil pihak yang di foto (peziarah)
Para pihak yang di foto yaitu peziarah makam Gus Dur diantaranya:
Kurnia peziarah asal Sidoarjo yang fotonya diambil secara diam-
diam. Tanggapannya mengenai fotografer jalanan tersebut “menurut
saya adanya jasa tukang foto ini bagus, tetapi seharusnya ditawarkan

dulu apakah yang di foto mau apa tidak, bukannya langsung di foto
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candid terus jadi hasilnya maksa disuruh beli. Intinya, harus ada
kesepakatan antara dua pihak agar tidak terjadi kerugian salah
satunya”. Ungkapnya.!?

Afi peziarah asal Gresik yang fotoya diambil secara diam-diam.
Tanggapannya mengenai fotografer jalanan tersebut “kegiatan tersebut
sebenarnya bagus karena dapat membantu masyarakat sekitar yang
belum punya pekerjaan, akan tetapi dapat menganggu area privasi
orang yang di foto”. Ungkapnya.!

Tomi peziarah asal Sidoarjo yang fotonya diambil secara diam-
diam. Tanggapannya mengenai fotografer jalanan tersebut “menurut
saya kurang elegan saja, jangan asal moto lalu diperjualbelikan karena
hasilnya terkadang kurang maksimal. Akan tetapi ada sisi positifnya
juga karena mampu memberikan pelayanan foto langsung jadi serta
murah”. Ungkapnya.!?

Nisa peziarah asal Gresik yang fotonya diambil secara diam-diam.
Tanggapannya mengenai fotografer jalanan tersebut “menurut saya
tidak sopan mengambil foto tanpa seizin orangnya dan untuk mencetak
foto tersebut juga terbuang sia-sia karena tidak semua orang mau
membeli hasil cetakannya. Untuk hasilnya pun terkadang orang itu

tidak puas dan nyaman karena tukang fotonya langsung memotret.

10 Kurnia; peziarah, Wawancara, Jombang, 29 April 2018
11 Afi; peziarah, Wawancara, Jombang, 29 April 2018
12 Tomi; peziarah, Wawancara, Jombang, 29 April 2018
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Seharusnya tukang foto tersebut membuka tempat-tempat dan
menerima jasa foto para peziarah maupun wisatawan umum. '3
Rita peziarah asal Sidoarjo yang fotonya diambil secara diam-
diam. Tanggapannya mengenai fotografer jalanan tersebut “menurut
saya dengan adanya jasa foto tersebut orang-orang yang datang ke
makam dapat mengabadikan moment-moment secara tidak langsung
dan hasil cetakannya dapat dimiliki dengan membelinya. Akan tetapi
tukang fotonya tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu, selain itu
juga adanya pemaksaan membeli.'4
E. Proses Terjadinya Praktik Fotografer Jalanan di Makam Gus Dur
Tebuireng Jombang
Jasa foto atau lebih dikenal dengan sebutan fotografer adalah
orang-orang yang membuat gambar dengan cara menangkap cahaya dari
subyek gambar dengan kamera maupun peralatan foto lainnya, umumnya
memikirkan seni dan teknik untuk menghasilkan foto yang lebih bagus.!3
Banyak fotografer yang menggunakan kameranya sebagai pekerjaan
untuk mencari penghasilan dan gambarnya akan dijual.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berprofesi sebagai
fotografer, salah satunya adalah etika yang harus dimiliki oleh seorang

fotografer. Etika fotografer tidak jauh beda dengan etika jurnalistik. Jadi

13 Nisa; peziarah, wawancara, Jombang, 29 April 2018

14 Rita; peziarah, Wawancara, Jombang, 29 April 2018

15pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 150
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dalam etika tersebut tidak sembarang fotografer bisa mengambil gambar
yang dia mau sesuai keinginannya, mereka (sang fotografer) harus
memiliki izin jika yang mereka potret atau gambar yang di ambil
objeknya adalah manusia atau benda-benda sejarah atau sesuatu yang
harus memerlukan izin. Ketika objeknya yang di ambil adalah alam liar
atau alam bebas atau sesuatu yang tidak membutuhkan izin, maka mereka
bebas untuk mengambil apa pun yang mereka inginkan.

Profesi fotografer juga macam-macam bentuknya, ada fotografer
pra-wedding atau wedding, fotografer wisuda, fotografer dalam acara
kelompok, dsb. Jika fotografer pra-wedding atau wedding mereka sudah
tidak memerlukan izin karena mereka memang di sewa untuk mengambil
moment bahagia dari klien tersebut. Begitupun dengan fotografer wisuda
atau yang lainnya.

Namun yang terjadi di makam Gus Dur mereka tidak
memperhatikan etika fotografi yang bisa merugikan para peziarah karena
tidak semua para peziarah menyetujui fotonya dipublikasi. Beberapa
warga sekitar yang memiliki kamera memanfaatkan tempat tersebut
sebagai mata pencahariannya dengan memfoto para peziarah tanpa
sepengetahuan. Sehingga para peziarah dan wisatawan umum merasa
tidak nyama dengan hal itu, tidak hanya itu ketika hasil potretan sudah
dicetak, maka para peziarah di suruh membelinya.

Perbuatan ini dilakukan tanpa adanya perjanjian (akad), dan hal

tersebut dilakukan oleh semua orang yang berprofesi sebagai fotografer
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yang berada di sekitar makam Gus Dur. Para fotografer melakukan
pekerjaannya dalam 2 sesi pukul 08.00-16.00 dan pukul 16.00-03.00.
Fotografer tersebut tidak bekerja sendirian, mereka dibantu oleh tukang
pembawa hasil cetakan foto. Setelah itu penyeteronnya dilakukan
seminggu sekali berupa pembagian presentase pemasukan yang sebesar
30% dimasukkan ke kas paguyuban dan 70% digunakan sebagai
perawatan alat foto serta pembelian kertas foto.

Para peziarah yang menjadi korban foto tanpa izin merasa tidak
nyaman dengan adanya fotografer jalanan yang berada di area sekitar
makam Gus Dur karena bisa mengganggu privasi orang tersebut dan
ketika melihat hasil cetakan fotonya mereka merasa tidak bagus dan
kurang maksimal. Sebenarnya para peziarah setuju dengan adanya para
fotografer tersebut karena bisa membantu mengabadikan moment-
moment mereka saat berada di tempat tersebut dan dapat membantu roda
perekonomian warga yang berprofesi sebagai fotografer sehingga para
fotografer tersebut dapat bekerja setiap hari dengan adanya para peziarah
yang berdatangan ke makam Gus Dur serta dengan adanya pelayanan jasa
foto tersebut para peziarah dapat melihat hasil cetakannya secara
langsung dan cepat. Hasil cetakan foto tersebut diperjualbelikan seharga
Rp 10.000 yang berukuran 5R sedangkan yang berukuran 10R seharga Rp
20.000.

Proses pengambilan foto langsung dilakukan pada saat para

peziarah tiba di area parkir tanpa adanya ijab qabul yang diucapkan antara
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kedua belah pihak. Maka transaksi yang dilakukan tanpa didasari dengan
adanya perjanjian (akad). Hal itu dikarenakan pengambilan fotonya
dilakukan tanpa sepengetahuan para peziarah. Saat para peziarah tiba di
area makam, para fotografer langsung bersiap-siap dengan kameranya.
Setelah pengambilan foto yang dilakukan, para fotografer tersebut
langsung mencetaknya dan ketika para peziarah kembali pulang, di
sekitar bis atau elfnya sudah ada hasil cetakan fotonya. Kegiatan tersebut

lebih banyak terjadi di area parkir makam.



BABIV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK FOTOGRAFER

JALANAN DI MAKAM GUS DUR TEBUIRENG JOMBANG

A. Analisis Praktik Jasa Fotografer Jalanan

Praktik jasa fotografer jalanan berjalan sebagai berikut:

1. Peziarah datang ke makam
Sekitar tahun 2010 saat meninggalnya KH. Abdurrahman Wahid (Gus
Dur), pondok pesantren Tebuireng Jombang mendadak ramai dengan
adanya para peziarah yang datang. Peziarah tersebut tidak hanya
masyarakat Jombang dan sekitarnya saja banyak juga yang datang dari
berbagai daerah, baik dari luar Jawa Timur maupun luar Jawa. Peziarah
yang ke makam datang dari berbagai penjuru daerah di indonesia mulai
dari bagian barat, tengah maupun timur. Selain itu tidak hanya
masyarakat muslim saja yang datang, banyak juga masyarakat non
muslim yang berdoa di makam Gus Dur. Menurut Bapak Junaidi tahun
2016 waktu imlek rombongan masyarakat tionghoa berkunjung ke
makam Gus Dur dengan berjalan kaki dari alun-alun kota Jombang
menuju makam, selain itu mereka juga mengadakan atraksi barongsai.!
Makam Gus Dur di buka dalam 2 sesi pada pukul 08.00 sampai 16.00
dan 16.00 sampai 03.00, makam di tutup pada waktu ashar. Biasanya
makam ramai peziarah ketika liburan dan malam jum’at

2. Pengambilan foto oleh fotografer

! Jauhari; tukang parkir, Wawancara, Jombang 29 April 2018
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Pada saat peziarah tiba di makam dan turun dari bis atau elfnya. Para
fotografer sudah bersiap-siap dengan kameranya untuk mengambil foto
para peziarah, tetapi hal itu dilakukan tanpa izin. Di sepanjang jalan
dari area parkir menuju makam banyak terdapat para fotografer yang
membawa kameranya. Tidak hanya di area parkiran saja fotografer
tersebut juga berada di pinggir jalan, karena di pinggir jalan juga biasa
di gunakan rombongan para peziarah maupun wisatawan umum untuk
memarkir elfnya. Sasaran foto para fotografer adalah rombongan
peziarah yang menaiki bis atau elf, karena bisa memudahkan si

fotografer tersebut untuk mencari orangnya.

. Pencetakan foto

Setelah para fotografer mengambil foto peziarah atau wisatawan
umum secara diam-diam. Mereka langsung mencetaknya dan ketika
para peziarah kembali pulang menuju bis atau elfnya, hasil cetakan
fotonya sudah jadi dan sekitar tempat itu sudah ada penjaga hasil
cetakan foto. Para peziarah pun sedikit di paksa untuk membeli hasil
cetakan foto tersebut. Hasil foto memiliki 2 ukuran yaitu foto yang
berukuran 5R seharga Rp 5.000 dan yang berukuran 10R seharga Rp
10.000. Rata-rata para pezirah membeli foto yang berukuran 5R karena
kebaanyakan hasil fotonya kurang maksimal karena tidak adanya
perjanjian, maka peziarah tidak mengetahui bahwa dirinya di foto.
Profesi fotografer ini tidak selalu mendapat keuntungan, karena

terdapat kendala-kendala ketika hasil foto sudah dicetak seperti: saat
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turun hujan dan peziarah tidak mau membeli foto tersebut. Selain itu
terdapat juga resiko yang dialami yaitu ketika peziarah yang di potret
tidak ditemukan dan tidak dibelinya hasil cetakan foto tersebut oleh
peziarah, hal itu membuat tukang foto mengalami kerugian. Hasil foto
yang tidak dibeli akan dibuang.
4. Proses tawar-menawar
Saat foto sudah tercetak langsung dan seketika itu para peziarah
dipaksa untuk membelinya. Karena di tempat saat bis atau elfnya di
parkir sudah ada orang yang membawa hasil cetakan foto. Banyak para
peziarah merasa tidak puas dengan hasil fotonya dan harganya juga
mahal. Sehingga para peziarah enggan untuk membelinya. Maka dari
itu para fotografer memberikan tawaran bahwa 2 foto seharga Rp
5.000,00 jika foto tersebut berukuran 5R.
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Profesi Foografer Jalanan di Makam Gus
Dur Tebuireng Jombang
Dalam al-qur’an perjanjian memiliki 2 istilah yang berkaitan yaitu
kata akad dan kata ‘ahd, Al-Qur’an memakai kata akad yang berati
perjanjian sedangkan kata ‘ahd berarti masa, pesan, penyempurnaan dan
perjanjian. Menurut istilah figh secara khusus akad adalah kesetaraan
antara ijab dan kabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh
pada sesuatu. A. Gani Abdullah berependapat bahwa terjadinya akad
terdapat pada pentingnya unsur ikrar (77ab dan kabul) dalam tiap transaksi

yang dilakukan. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati,
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maka akan dilanjutkan dengan ikrar (#jab dan kabul).> Di dalam perjanjian
harus melibatkan kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling
mengikatkan diri terhadap perbuatan yang akan dilakukan. Dengan
demikian akad diwujudkan dalam 7jab dan gabu/ yang menunjukkan
adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang
dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak
syariat. [jab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan
yang diinginkan, sedangkan gabul/ adalah pernyataan pihak kedua untuk
menerimanya.’ Maka dari itu sesuai dengan penggambaran transaksi yang
terjadi di makam Gus Dur, para fotografer tidak melakukan perjanjian
terlebih dahulu kepada para peziarah saat pengambilan foto karena pada
saat itu para fotografer mengambil foto secara diam-diam.

Pengambilan foto dilakukan dengan cara diam-diam tanpa izin
dari peziarah dan tanpa adanya perjanjian (akad). Ketika para peziarah
turun dari bis atau elfnya para fotografer tersebut sudah bersiap-siap
untuk mengambil foto pada saat rombongan peziarah berjalan menuju
makam. Setelah proses pengambilan foto tersebut foto langsung dicetak
dan ketika peziarah pulang menuju bis atau elfnya, di sekitar situ sudah
ada orang yang membawa hasil cetakannya serta sudah siap untuk dibeli.

Biasanya untuk satu fotografer mengambil foto satu rombongan biar pada

2 Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 53

3 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2018), 23
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saat hasil cetakannya sudah jadi, fotografer tersebut tidak kesusahaan
untuk menemukan orang-orangnya.

Adanya akad mengakibatkan para pihak saling terikat berupa hak
dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang
bersangkutan. Sahnya suatu akad ditentukan dengan terpenuhinya rukun
dan syarat suatu akad tersebut. Rukun adalah unsur yang harus terpenuhi
dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan. Rukun serta perjanjian (akad)
yang utama terdiri dari:

1. Subjek perikatan (A/- ‘Agidain )
Al-‘agidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku
dari suatu, tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan
hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek
hukum. Subjek hukum terdiri dari dua macam, yaitu manusia dan
badan hukum.

2. Objek Perikatan (Mahallul ‘Aqd)
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mahallul ‘agd sebagai
berikut:
a. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan
b. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah
c. Objek akad harus jelas dan dikenali
d. Objek dapat diserahterimakan*

3. Tujuan Perikatan (Maudhu’ul ‘Agd)

4 Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 66-67
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Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi
agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum
sebagai berikut:
a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas
pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan
b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan
akad
c. Tujuan akad harus dibenarkan syara’.
4. [jabdan Kabul (Sighat al-‘Aqd)
Para ulama figih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan
kabul agar memiliki akibat hukum sebagai berikut:
a. Jala’ul ma’na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu
jelas , sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki
b. Tawafug, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul
c. Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan
kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.
Hal yang dilakukan oleh para fotografer tersebut belum sesuai
dengan rukun perjanjian (akad) karena salah satu rukunnya tidak
terpenuhi, yaitu 7jab gabul. Hal tersebut dijelaskan daalam QS. Al-

Maidah: 1
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika
kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Ayat tersebut menerangkan bahwa berlangsungnya perjanjian
(akad) harus memenuhi rukun dan syarat-syarat suatu akad yang
mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan
akad. Maka setiap manusia yang mengikatkan diri ke dalam suatu akad,
wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut.
Kegiatan memotret seseorang tanpa izin merupakan akad yang tidak
sahih karena salah satu dari rukunnya tidak terpenuhi, yaitu 7jab gabul.
Akad tersebut tidak sah apabila terdapat kekurangan pada rukunnya,
sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat
pihak-pihak yang berakad. Menurut jumhur ulama selain Hanafiyah
menetapkan bahwa akad yang batal atau fasid termasuk golongan ini.
Sedangkan menurut Hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak

memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan, adapun akad
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fasid adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun tetapi dilarang
oleh syara’.’

Selain memperhatikan rukun dan syarat dalam akad, hal yang
perlu dijelaskan dan diperhatikan juga adalah unsur-unsur yang harus ada
dalam perjanjian (akad). Unsur-unsur akad terdiri dari:

1. Sighat al-‘aqd (ijab dan gabul), yaitu sesuatu yang disandarkan dari
yang dua belah pihak yang berakad untuk menunjukkan atas apa yang
ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Metode sighat
dalam akad dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Akad dengan lafad (ucapan): ijab gabul yang diucapkan harus jelas
pengertiannya, harus bersesuaian antara 7jab dan gabul, dan sighat
jjab dan gabul harus sungguh-sungguh atau tidak diucapkan
dengan ragu-ragu. Karenanya apabila sighat akad tidak
menunjukkan kesungguhan, maka menjadi tidak sah.

b. Akad dengan tulisan: dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi
yang mampu berbicara maupun tidak. Dengan syarat tulisan
tersebut harus jelas, tampak dan dapat difahami oleh kedua belah
pihak. Sebab tulisan sebagaimana yang tercantum dalam kaidah
fighiyah “tulisan bagaikan ucapan”. Ulama Hanabilah dan
Syafi’iyah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika

kedua belah pihak yang berakad tidak hadir.

5> Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 66
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c. Akad dengan perbuatan: biasanya akad yang dilakukan tidak
menggunakan ucapan, akan tetapi menggunakan perbuatanyang
menunjukkan saling meridhai. Dalam hal ini para ulama berbeda
pendapat seperti ulama Hanafiyah dan hanabilah memperbolehkan
akad tersebut dilakukan terhadap barang-barang yang sudah sangat
diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui, maka
akad tersebut dianggap batal. Madzhab Maliki membolehkan akad
dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang
tersebut diketahui secara umum maupun tidak, kecuali dalam hal
pernikahan. Sedangkan ulama Syafi’iyah, Syiaah, dan Dzahiriyah
berpendapat bahwa tidak dibenarkan akad dengan perbuatan
karena tidak ada petunjuk yang kuat. Selain itu keridhaan
meruakan sifat yang samar, yang tidak dapat diketahui kecuali
dengan ucapan. Namun para ulama setuju jika pernikahan harus
menggunakan akad ucapan. Begitu pula dengan ruju’ dan talak
lebih baik menggunakan isyarat apabila tidak bisa berbicara.

d. Akad dengan isyarat: bagi orang yang mampu berbicara tidak
diperbolehkan menggunakan akad isyarat, melainkan harus
menggunakan tulisan atau perbuatan.

2. Subjek akad (Al-‘Aqgid), yaitu orang yang melakukan akad.

Keberadaannya sangat penting dalam akad. Secara umum ‘agid

disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan

akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika menjadi wakil.
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Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan ‘aqid harus
berakal, yakni sudah mumayyiz (anak yang agak besar dan sudah dapat
dipahami berbicaranya beserta jawabannya, dan berumur minimal 7
tahun). Oleh karena itu tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil
yang belum mumayyiz, dan orang gila. Adapun ulama Syafi’iyah dan
Hanabilah mensyaratkan ‘agid harus baligh, berakal, mampu
memelihara agama dan hartanya.

3. Objek akad (Ma qud ‘alaih), benda yang dijadikan akad harus memiliki
bentuk tampak dan membekas barang tersebut dapat berupa harta
benda, tetapi berupa benda bukan harta, dan dapat pula berupa
kemaanfaatan. Para fugaha menetapkan syarat dalam objek akad yaitu:
a. Benda harus ada ketika akad
b. Benda harus sesuai dengan syara’

c. Barang dapat diberikan waktu akad
d. Barang harus diketahui oleh kedua belah pihak
e. Barang harus suci.®
Dalam hal pengambilan foto yang dilakukan para fotografer
seharusnya meminta izin terlebih dahulu agar transaksi yang dilakukan
antara kedua belah pihak terjadi kesepakatan agar suka sama suka dan

rela sama rela. Terdapat dalam QS. An-Nisa: 29

<

},}L~>3’ y ‘JJQ (,i.ﬁa_)\\)l.‘_a_) uolj,u_poj_g.\)ji)

£ i

6 https://khoirunnisa06.wordpress.com/2015/04/02/akad-dalam-islam/ diakses 4 Juli 2018
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Artinya: terkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama suka di antara kalian.

Penjelasan ayat diatas tentang bahwa untuk mendapatkan atau
menghalalkan hak orang lain hendaklah melalui ridha serta keikhlasan
pemiliknya baik hati dan kemauan sendiri. Karena kerelaan itu persoalan
hati (batin) yang tidak dapat diketahui orang lain, maka untuk
mengetahuinya diperlukan tanda yang dapat membuktinya. Hal tersebut
dapat dilakukan dengan empat cara sebagai berikut: bisa menggunakan
lisan, tulisan, isyarat, maupun perbuatan. Dari sinilah diharuskan adanya
ijab qabul karena sebagai pengungkap kerelaan seseorang

Lafaz tijaratan ungkapannya seakan-akan dikatakan, “Janganlah
kalian menjalankan wusaha yang menyebabkan perbuatan yang
diharamkan, tetapi berbuatlah menurut peraturan yang di akui oleh
syariat, yaitu transaksi yang dilakukan suka sama suka di antara kedua
belah pihak. Dan carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh
syariat.” Imam Syafi’i mengatakan bahwa tidak sah melakukan transaksi
kecuali dengan serah terima secara gabul, karena hal ini merupakan bukti
yang menunjukkan adanya suka sama suka sesuai nas ayat di atas.
Adanya sigat 7jab gabul itu merupakan suatu keharusan dalam sebuah

transaksi. Berikut ini dasar hukum yang terdapat pada hadis:

_ 80, 3
.
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“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum
Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat”. (HR. Bukhori)

Dari awal para fotografer sudah melakukan kesalahan dengan
memotret orang atau para peziarah tanpa izin terlebih dahulu. Perbuatan
tersebut juga menunjukkan bahwa tidak adanya etika dan rasa sopan
santun. Apabila ingin menambah penghasilan dan lebih mendapat respon
positif dari orang yang berkunjung di suatu tempat tersebut, maka etika
dan sopan santun dalam memotret sangatlah penting untuk diperhatikan.
Karena orang yang belum pernah bertemu dengan para fotografer tersebut
dan belum pernah melihat hasil fotonya, biasanya mereka akan memberi
penilaian terhadap fotografer tersebut, di samping keahlian yang dimiliki
tentunya. Maka dari itu jika para fotografer memberikan kesan kurang
beretika dan tidak adanya sopan santun, orang-orang yang di foto juga
akan memberikan respon kurang baik dengan adanya kegiatan
pengambilan foto yang dilakukannya.

Menurut  chairul arief dalam bukunya dasar jurnalistik
menjelaskan bahwa seseorang yang berhubungan dengaan aktivitas pers
harus senantiasa memperhatikan dan memahami sertaa patuh terhadap
norma-norma kesusilaan dalam melakukan proses berikut mengola daan
mengedit data-data atau informasi yang akan disebarkan khalayak luas.
Hal yang dilakukan oleh para fotografer jalanan daerah makam Gus Dur

tidak jauh beda dengaan apa yang dilakukan wartawan yakni mengambil
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suatu data, gambar atau foto misalnya oleh karena itu para fotografer itu
haruslah memahami mengenai etika dalam mengambil suatu foto.’

Para fotografer dalam pengambilan foto tidak dapat dilakukan di
sembarang tempat umum karena tidak semua tempat diperbolehkan
memotret. Begitu juga dengan halnya mengambil foto manusia tidak
semua orang senang dipotret, apalagi oleh orang asing. Selain itu jangan
asal juga mengambil foto orang yang membuat ketertarikan untuk difoto.
Apabila memang ingin memotret orang tersebut, hampirilah dan mintalah
izin terlebih dahulu dengan sopan. Jika yang bersangkutan keberatan,
mintalah maaf dengan sopan juga. Dengan begitu orang akan nyaman dan
memberikan respon positif terhadap pengambilan foto tersebut.®

Meminta izin saat akan memotret orang lain adalah hal yang
sangat penting bagi para fotografer. Maka sebelum pengambilan foto
dilakukan terlebih dahulu memintalah izin terhadap orang yang akan
difoto serta terangkan juga untuk apa hal tersebut dilakukan, apakah
untuk dokumentasi pribadi, jurnalistik atau untuk tujuan komersial,
karena tidak semua orang ingin diambil gambarnya. Selain itu ketika
memotret orang asing juga merupakan kegiatan yang sudah memasuki
area privacy mereka, sehingga orang yang di foto tersebut merasa kurang
nyaman dengan hal itu. Etika ini berlaku apabila mengambil foto di

jalanan.

7 Choirul arief, Dasar Jurnalistik, (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2008), hal 116
& Marcus Sudjojo, Tak-Tik Fotografi, (Jakarta: Bukune, 2010), hal 101
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Perbuatan pengambilan foto tanpa izin juga merupakan
pelanggaran hak cipta. Sebagai pencipta, si pengambil foto memiliki hak
cipta yang memberi sejumlah hak eksklusif kepada pecipta diantaranya
untuk perbanyakan, pengumuman termasuk perubahan atas hasil
potretannya sendiri dan melarang orang lain melakukan tindakan-
tindakan tersebut tanpa seizinnya. Akan tetapi, terdapat pembatasan atas
penggunaan hak cipta atas potret tersebut. Artinya, orang yang
mengambil foto harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang yang
difotonya.

Jadi, dalam pengambilan foto secara diam-diam termasuk akad
yang belum sempurna karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi yaitu
ijab dan qabul. ljab gabul yang dituju harus dalam berupa perizinan,
persetujuan, saling ridho dan saling sepakat. Akan tetapi adanya
fotografer seperti itu merupakan akad sah menurut ‘urf karena adanya
khiyar majlis dan khiyar syarat. Khiyar majlis sendiri adalah kebebasan
memilih bagi pihak penjual dan pembeli untuk melangsungkan transaksi
atau membatalkannya selama masih di tempat berlangsungnya transaksi
tersebut. Sedangkan khiyar syarat adalah ketika pembeli dan penjual
memilih antara meneruskan atau mengurungkan suatu transaksi setelah

mempertimbangkan dalam satu atau dua hari.”

9 Hasbiyallah, Sudah Syar’ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk-Beluk Figh Muamalah,
(Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 13-14
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan:

1.

Praktik jasa fotografer jalanan di makam Gus Dur Teuireng
Jombang ini dilakukan ketika para rombongan peziarah tiba di
area parkir makam dan saat itu juga para fotografer sudah bersiap-
siap dengan kameranya untuk memfoto secara diam-diam. Setelah
selesai di foto hasilnya langsung dicetak. Pada saat rombongan
peziarah tersebut kembali pulang menuju bis atau elfnya, hasil
cetakan fotonya sudah siap untuk di beli dan biasanya juga
diletakkan di depan bis atau elfnya. Harga foto yang berukuran SR
seharga Rp 10.000 dan yang berukuran 10R seharga Rp 20.000.
Adanya para fotografer pada pukul 08.00 sampai 16.00 dan pukul
16.00. Kegiatan memfotonya paling banyak ketika waktu siang
hari.

Proses foto tanpa izin menurut hukum Islam termasuk akad yang
belum sempurna karena di dalam praktiknya para fotografer tidak
melakukan salah satu syaratnya yaitu 7jab gabul. Tetapi hal yang
dilakukan fotografer tersebut merupakan akad sah menurut ‘urf

karena adanya khiyar majlis dan khiyar syarat.
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Saran

1. Bagi para fotografer jika ingin memfoto seseorang lebih baiknya
mengedepankan etika karena seseorang akan merespon positif jika
para fotografer tersebut meminta izin terlebih dahulu dan
mempunyai rasa sopan. Sebenarnya para peziarah senang dengan
adanya tukang foto di tempat-tempat wisata seperti itu karena
mereka bisa mengabadikan moment-moment ketika berkunjung di
tempat tersebut.

2. Sebaiknya ketika melakukan transaksi apapun seperti salah
satunya sewa-menyewa, janganlah hanya memperhatikan dari segi
keuntungannya saja akan tetapi juga memperhatikan syariat-
syariat islam apakah sudah sesuai atau justru melanggar syariat-
syariat islam, seperti syarat dan rukunya harus terpenuhi jika ingin
akad yang dilakukannya tidak cacat atau tidak sah karena salah

satu rukunnya saja jika diabaikan akan terjadi hal seperti itu.
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